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  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4844);  

 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ; 

 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2005  tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4865); 

 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. 

 

8.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 

84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;  

 

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor: 

270/508/KPU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 

DPRD Provinsi) 

 

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor: 940/BA/XI/2012 

tanggal 5 November 2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Pasangan 

Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2013. 
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Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Nomor  : 144/Kpts/KPU-Prov-017/2012 

Tanggal : 5 November 2012 
 

 

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN  KURSI PARTAI POLITIK 

 HASIL PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 

 

NO. NAMA PARPOL 
JUMLAH 

 SUARA SAH 

PEROLEHAN 

KURSI DPRD NTB 

1 Partai Hati Nurani Rakyat                      93.778  3 

2 Partai Karya Peduli Bangsa                      60.657  2 

3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia                      34.607  1 

4 Partai Peduli Rakyat Nasional                      46.005  1 

5 Partai Gerakan Indonesia Raya                      64.634  2 

6 Partai Barisan Nasional                      21.744  0 

7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia                      28.532  0 

8 Partai Keadilan Sejahtera                    146.674  6 

9 Partai Amanat Nasional                    100.782  4 

10 Partai Perjuangan Indonesia Baru                      15.821  0 

11 Partai Kedaulatan                      15.319  0 

12 Partai Persatuan Daerah                      22.188  0 

13 Partai Kebangkitan Bangsa                      57.837  1 

14 Partai Pemuda Indonesia                      24.310  0 

15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme                      14.323  0 

16 Partai Demokrasi Pembaharuan                      17.873  0 

17 Partai Karya Perjuangan                      12.519  0 

18 Partai Matahari Bangsa                      22.084  0 

19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia                      15.398  0 

20 Partai Demokrasi Kebangsaan                      34.744  0 

21 Partai Republika Nusantara                      17.423  0 

22 Partai Pelopor                      17.500  0 

23 Partai Golongan Karya                    319.323  10 

24 Partai Persatuan Pembangunan                    108.007  4 

25 Partai Damai Sejahtera                         2.671  0 

26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan 

Indonesia 
                     23.892  0 
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